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Uji Konsekuensi Informasi Publik

Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang [1. Minimal Sarjana

Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan .
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 3- Mem}]}k% Penjetain Mubge Paliyanan, S

; 4. Memiliki Tata Krama

Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan 1 nformasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Kenntnsan Gubernur Nomor 480 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Dengan masyarakat yang membutuhkan
informasi dari pemerintah

1 Formulir isian

2 komputer

3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka
pculuhuu l'.J.lIUJ.ll.l.d.ﬂ;. LI\].IJ‘.I\ d.‘nnu .LCl.:.dyd.ll.; dcusau

Baik

2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan
Prima tidak akantercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi
Naoatrif
Negatif

1 Dicatat pada buku rekap informasi
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Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Dengan masyarakat yang membutuhkan
informasi dari pemerintah

1 Formulir isian

2 komputer

3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
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1 Dicatat pada buku rekap informasi




